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ABSTRAK 
MOSES BOROTODING T. (B 111 06 127), “Putusan Mahkamah 
Internasional Tentang Sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) 
Antara Malaysia Dan Singapura Ditinjau Dari Aspek Hukum 
Internasional”, dibawah bimbingan oleh Ibu Alma  Manuputty dan Marcel 
Hendrapaty 
Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui  Keputusan Mahkamah 
Internasional tentang Sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) antara 
Malaysia dengan Singapura serta dampak keputusan Mahkamah 
Internasional tersebut. 
Mengenai sengketa Pulau Batu Puteh, penulis berpendapat putusan 
Mahkamah Internasional menyerahkan Batu Puteh/Pedra Branca kepada 
Negara Singapura, dan pulau Midle Rock kepada Negara Malaysia. 
Penelitian menunjukkan bahwa Singapura telah melakukan pengelolaan 
dan pemeliharaan atas Pulau Batu Puteh/Pedra Branca. Hal ini ditandai 
dengan adanya mercusuar yang di bangun oleh Singapura pada Pulau 
tersebut. Hal ini menandakan bahwa, selama ini Malaysia tidak 
memperlakukan Pulau Batu Puteh sebagai bagian dari wilayah 
kedaulatannya. Selain itu, Implikasi  putusan Mahkamah Internasional 
tentang sengketa Pulau Batu Puteh/Pedra Branca, yakni Negara 
singapura berdaulat atas pulau batu Puteh/Pedra Branca, dengan 
demikian Malaysia harus melakukan perubahan terhadap peta yang 
berjudul “Territorial Waters and Continental Shelf Boundaries of Malaysia”, 
yakni mengeluarkan pulau Batu Puteh sebagai bagian dari wilayah 
kedaulatannya 
Penulis menyarankan agar dapat menjaga hubungan baik diantara 
Negara bersengketa yang timbul sebagai akibat dari perbedaan persepsi 
tentang wilayah kedaulatan, maka sengketa tersebut harus diselesaikan 
secara damai dan tidak melibatkan pihak ketiga, baik itu, Mahkamah 
Internasional, Organisasi Internasional, maupun Badan Arbitrase 
Internasional dan dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui 
MahkamahInternasional, kedua Negara yang bersengketa diharapkan 
mampu menjaga hubungan baik demi terwujudnya perdamaian 
internasional. 
 
Kata Kunci: Putusan, Sengketa, Internasional 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam interaksi antar manusia dan antar bangsa, konflik atau 
sengketa adalah hal yang lumrah terjadi. Dalam hukum internasional 
publik, sengketa dapat didefinisikan sebagai ketidaksepakatan salah satu 
subyek mengenai sebuah fakta hukum atau kebijakan yang kemudian di 
bantah oleh pihak lain. Berbagai metode penyelesaiain sengketa telah 
berkembang sesuai dengan tuntutan jaman. Metode penyelesaian 
sengketa dengan kekerasan, misalnya perang, invasi dan lainya, telah 
menjadi solusi bagi negara sebagai aktor utama dalam hukum 
internasional klasik.  Dalam kehidupan manusia di dunia ini masyarakat 
internasional ditandai oleh dua faktor, yaitu adanya kerja sama, hidup 
berdampingan secara damai dan adanya sengketa antar masyarakat 
Internasional. Menurut Sri Setianingsih Suwardi Guru besar Fakultas 
Hukum Universitas Indonesia dan staf pakar di BPHN, ada beberapa alas 
an sehingga sengketa antara anggota masyarakat itu dapat timbul. Antara 
lain karena alasan politik, strategi militer, ekonomi ataupun idiologi atau  
perpaduan antara kepentingan tersebut1. 
Salah satu sengketa internasional yang juga sering memicu 
perselisihan antarnegara adalah sengketa terkait hukum laut. 
Penyelesaian sengketa dalam bidang hukum laut sebelum berlakunya 
                                                             
1 Sri Setianingsi Suwardi, 2006, Penyelesaian Senketa Internasional, Jakarta: Universitas 
Indonesia), hlm. 1. 
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United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 
dilakukan dalam kerangka penyelesaian sengketa internasional pada 
umumnya. Dalam hal ini sengketa hukum laut diselesaikan melalui 
mekanisme-mekanisme dan institusi peradilan internasional yang ada, 
seperti Mahkamah Internasional. Dalam penyelesaian sengketa hukum 
laut ini masih dilakukan secara umum dan hal tersebut dirasakan tidak 
memadai oleh masyarakat internasional tidak mencukupi kebutuhan 
mengingat perselisihan dalam bidang hukum laut memiliki karakteristik 
yang lebih kompleks sehingga membutuhkan pengetahuan dan keahlian 
dan  yang lebih mendalam di bidang hukum laut.2 
Mengingat pentingnya proses penyelesaian sengketa yang 
mungkin timbul dalam implementasi UNCLOS 1982 maka Konvensi itu 
telah menyediakan suatu sistem penyelesaian sengketa yang sangat 
kreatif. Melalui UNCLOS 1982, dibentuklah Tribunal Internasional tentang 
Hukum Laut yang berkedudukan di Hamburg pada tanggal 1 Agustus 
1996. Dilihat dari perkembangan sistem peradilan internasional, 
mekanisme Konvensi ini merupakan yang pertama kali yang dapat 
mengarahkan negara-negara peserta untuk menerima prosedur memaksa 
(compulsory procedures). 
Dengan sistem Konvensi maka tidak ada lagi ruang bagi negara-
negara peserta Konvensi untuk mengenyampingkan hukum laut yang 
dihadapi dengan bersembunyi di belakang konsep kedaulatan negara 
                                                             
2 http://evipurwanti.blogspot.com/2012/07/penyelesaian-sengketa-internasional.html 
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karena Konvensi pada prinsipnya mengharuskan negara-negara pihak 
untuk menyelesaikan sengketanya melalui mekanisme konvensi. Negara-
negara pihak Konvensi dapat membiarkan suatu sengketa tidak 
terselesaikan hanya jika pihak lainnya setuju untuk itu. Jika pihak lain tidak 
setuju maka mekanisme prosedur memaksa konvensi akan diberlakukan. 
Dalam penyelesaian sengketa hukum laut UNCLOS 1982 membuat 
aturan yang sangat fleksibel dimana negara yang berselisih diberi 
kebebasan yang besar untuk memilih cara penyelesaian sengketa 
mereka. Diantaranya ada proses penyelesaian yang tidak mengikat para 
pihak dan penyelesaian perselisihan yang mengikat para pihak. Selain itu 
juga terdapat beberapa batasan dan pengecualian bagi negara peserta 
Konvensi atas pilihan penyelesaian mengikat.  
Salah satu sengketa hukum laut yang pernah di putus oleh 
Mahkamah Internasional yakni kedaulatan terhadap Pulau Batu Puteh, 
Middle  Rocks dan South Ledge, dimana pihak yang bersengketa adalah 
negara Singapura dengan negara Malaysia. Negara ini memang sangat 
rawan menimbulkan terjadinya konflik, karena kedua Negara memiliki 
wilayah laut yang juga saling berhadapan. 
Malaysia menyatakan dalam pembelaan tertulis bahwa mereka 
memiliki hak kepemilikan original dari Pulau Batu Puteh . Pulau Batu 
Puteh adalah, dan selalu, menjadi bagian dari negara bagian Malaysia 
yakni Johor. Tak ada yang menyebabkan perpindahan kedaulatan 
Malaysia atas Pulau Batu Puteh. Kehadiran Singapura di pulau tersebut 
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dengan tujuan untuk membangun dan memelihara sebuah mercusuar di 
sana (dengan izin dari  pemegang kedaulatan wilayah) dan Singapura 
tentu tak bisa mencaplok keadulatan atas dasar izin tersebut. Lebih lanjut  
Malaysia mengatakan bahwa tak ada relevansi waktu pulau Pedra 
Branca/Batu Puteh berstatus Terra Nullius dan karenanya tak rentan untuk 
akuisasi melalui okupasi. 
Singapura mengklaim bahwa pemilihan Pedra Branca/Batu Puteh 
sebagai tempat pembangunan mercusuar adalah dengan 
wewenang/otorisasi dari kerajaan Inggris. Sebuah proses yang dimulai 
tahun 1847 mencakup pengambilalihan hak milik secara klasik yang 
disebut  a titre de souverain.  Menurut Singapura, hak kepemilikan pulau 
diperoleh kerajaan Inggris sesuai dengan prinsip hukum dan berlanjut ke 
penerus sahnya yakni Republik Singapura.  Di dalam memorial dan 
counter-memorial Singapura, tak ada referensi yang jelas menyebut status 
pulau Batu Puteh sebagai terra nullius. Namun Mahkamah mengamati 
bahwa dalam balasan Singapura mengindikasikan bahwa dengan jelas 
dan nyata status Pedra Branca pada tahun 1847 adalah terra nullius. 
Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah mencatat beberapa poin 
yang harus diberikan kedua pihak yakni apakah Malaysia bisa 
membuktikan hak kepemilikan aslinya sebelum  Singapura melakukan 
aktivitas di pulau tersebu  antara tahun 1847-1851, dan sebaliknya apakah 
Singapura bisa membuktikan klaim yang mereka akui yakni “kepemilikan 
sah atas Pedra Branca/Batu Puteh” pada pertengahan abad 19 saat 
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pembangunan mercusuar oleh perwakilan Kerajaan Inggris dimulai. 
Pembebanan pembuktian ini menegaskan bahwa hal tersebut adalah 
prinsip hukum umum, ditetapkan oleh yurisprudensi, bahwa seseorang 
yang mengajukan fakta guna mendukung klaimnya harus membuktikan 
kebenaran fakta tersebut. 
Mahkamah memulai dengan mengamati sejarah Pulau ini dan tidak 
dapat dibantah bahwa Kesultanan Johor, sejak berdirinya pada tahun 
1512, menempatkan dirinya sebagai negara berdaulat dengan domain 
wilayah pasti yang berada di bawah kedaulatannya dan menjadi bagian 
dari Asia Tenggara. Setelah menguji argumen para pihak, Mahkamah 
mencatat bahwa, setidaknya sejak abad ke tujuh belas sampai awal abad 
ke sembilan belas, diakui bahwa domain teritori dan maritim dari kerajaan 
Johor terdiri atas bagian yang meliputi Semenanjung Malaya, Selat 
Singapura termasuk pulau Singapura dan pulau-pulau kecil di wilayah 
selat (dimana Pedra Branca/Batu Puteh terletak). 
Mahkamah kemudian berpindah ke pertanyaan untuk menegaskan 
apakah hak kepemilikan asli atas Pedra Branca/Batu Puteh oleh Malaysia 
bisa dibuktikan secara hukum. Hal yang signifikan adalah fakta bahwa 
Pedra Branca/Batu Puteh dikenal sebagai titik navigasi di selat Singapura. 
Karena itu pulau tersebut sudah jelas bukan terra incognita. Hal signifikan 
lain adalah bahwa cara faktual sejarah tentang Kesultanan Johor yang 
menyebutkan bahwa ada persaingan untuk mengklaim pulau di sekitar 
selat Singapura. 
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Mahkamah mengingatkan kembali pernyataan yang dibuat oleh 
PCIJ dalam kasus Legal Status of Eastern Greenland, tentang tidak 
adanya persaingan klaim. PCIJ kemudian mencatat bahwa, “untuk 
sebagian besar kasus klaim terhadap wilayah kedaulatan…..ada dua 
persaingan klaim kedaulatan.” Pada kasus sebelumnya, “sampai dengan 
1931 tak ada klaim oleh Negara lainnya selain Denmark soal kedaulatan 
Greenland”. 3 
Mahkamah mengamati bahwa kesimpulan ini juga digunakan 
terhadap kasus ini terkait pulau kecil yang tak berpenghuni dan tak bisa 
dihuni, dimana tak ada klaim kedaulatan oleh Negara antara awal abad 
ke-17 sampai pertengahan abad ke-19. Dalam konteks ini Mahkamah juga 
mencatat bahwa negara kekuasanaan kedaulatan tidak harus 
perlangsung pada setiap tempat dan waktu wilayah”, sebagaimana 
dinyatakan dalam Island of Palmas Case (Netherlands/United States Of 
America). 
Meneliti ikatan loyalitas yang terjadi antara Kesultanan Johor dan 
Manusia Laut, yang Melakukan kegiatan penangkapan ikan dan kegiatan 
pembajakan di Selat Singapura, Mahkamah menemukan deskripsi, dalam 
laporan kontemporer oleh pejabat Inggris, sifat dan tingkat hubungan 
antara Sultan Johor dan Manusia Laut memperkuat hak kepemilikan asli  
dari Kesultanan Johor, termasuk Pedra Branca/Batu Puteh. Mahkamah 
                                                             
3 Huala Adolf. 2004. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Hal. 40. 
(https://www.unpad.ac.id) diakses tanggal 1 agustus 2013. 
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kemudian beralih ke pertanyaan apakah perubahan hak ini dipengaruhi 
oleh perkembangan yang terjadi antara 1824 sampai 1840. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis 
memberikan batasan perumusan masalah yakni sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah menganalis Keputusan Mahkamah Internasional 
tentang Sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca)? 
2. Bagaimanakah dampak keputusan Mahkamah Internasional 
terkait sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) terhadap 
garis batas maritim antara Singapura dan Malaysia? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah: 
1. Untuk mengetahui Keputusan Mahkamah Internasional tentang 
Sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) antara Malaysia 
dengan Singapura. 
2. Untuk Mengetahui dampak keputusan Mahkamah Internasional 
terkait sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) terhadap 
garis batas maritim antara Singapura dan Malaysia. 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian pada penulisan skripsi ini adalah dapat 
memberikan wawasan baru bagi mahasiswa Fakultas Hukum 
terkhusus bagi mereka yang memilih Hukum Internasional sebagai 
konsentrasi bidang studinya. 
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Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan 
bagi peneliti lainnya yang melakukan penelitian berkaitan dengan 
sengketa internasional. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Sengketa Internasional 
Sengketa adalah hubungan antara dua pihak baik individu atau 
kelompok yang memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Sengketa 
juga dapat dikatakan sebagai sebuah keadaan yang terjadi karena 
terdapat perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok. Upaya 
untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional di usahakan 
penyelesaiaannya sedini mungkin, dengan cara yang seadil-adilnya bagi 
para pihak yang terlibat merupakan tujuan hukum internasional sejak 
lama, dan kaedah-kaedah serta prosedur-prosedur yang terkait sebagian 
merupakan kebiasaan dan praktek dan sebagian lagi serupa sejumlah 
konvensi yang membuat hukum yang sangat penting seperti Konvensi 
The Hague 1899 dan 1907 untuk penyelesaian secara damai sengketa-
sengketa internasional dan charter Perserikatan Bangsa-Bangsa  yang 
dirumuskan di San Fransisco tahun 1945. Salah satu tujuan pokok charter 
tersebut adalah membentuk organisasi persetujuan Perserikatan Bangsa- 
Bangsa untuk mempermudah penyelesaiaan secara damai. 
Dalam masyarakat internasional dikenal perinsip penyelesaiaan 
secara damai ini dituangkan dalam Pasal 1 Konvensi Den Haag Tahun 
1907. Pada Pasal 1 konvensi ini kemudian diambil alih oleh piagam 
Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu Pasal 2 ayat 3 piagam PBB yang 
berbunyi : 
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All members shall settle their internasional disputes by peacefull 
means in such a manner that internasional peace and security,and 
justice, are not endagered. 
 
Ketentuan Pasal 2 ayat 3 ini kemudian dijabarkan dalam Pasal 33 
Piagam PBB. Prinsip-prinsip penyelesaiaan secara damai kemudian 
diambil alih dalam deklarasi mengenai hubungan persahabatan kerja 
sama antar negara tanggal 14 oktober 1970 dan deklarasi Manila tanggal 
15 Nopember 1982 mengenai penyelesaiaan sengketa internasional 
secara damai4. 
Dalam  struktur masyarakat internasional tidak ada negara diatas 
negara dan tidak ada badan legislatif internasional yang membuat aturan-
aturan untuk tingkah laku negara. Perbedan sanksi sipil dan pidana 
sangat buram pada tingkat internasional dibandingkan sanksi dalam 
hukum nasional, maka dengan demikian tidak ada penyelesaan sengketa 
sebagaimana halnya dalam hukum nasional. Penyelesaiaan sengketa 
dalam masyarakat internasional berada ditanggan mereka sendiri,  
masyarakat Internasional tidak mempunya penyelesaian sengketa seperti 
polisi, jaksa, dan pengadilan5. 
Pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional tidak dapat 
disamakan dengan pengadilan nasional, sebab Mahkamah internasional 
                                                             
4 Boer Mauna, 2000, Hukum Internasional ,Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era 
Globalisasi, Bandung: Alumni, hlm. 187. 
5 Sri Setianingsi Suwardi, 2006, Penyelesaian Senketa Internasional, Jakarta: Universitas 
Indonesia, hlm. 3. 
11 
 
mempunyai kewenangan terbatas, wewenang untuk mengadilinya 
tergantung pada kehendak negara yang sedang bersengketa apakah 
akan menyerahkan sengketannya pada mahkamah6. Mahkamah  
Internasional tidak mempunyai kewenangan memaksa sebagaimana 
pengadilan nasional7. Dalam masyarakat internasional dibedakan antara 
sengketa politik dan sengketa hukum. Sengketa yang bersifat politik 
adalah sengketa yang didasarkan atas pertimbangan pertimbanan politik, 
sehingga penyelesaiaannya harus didasarkan pada pertimbangan politik 
juga, sedangkan penyelesaian hukum dapat kita dilihat pada Pasal 32 
ayat (2) statuta Mahkamah Internasional, sengketa hukum mengenai : 
a) Perjanjian internasional. 
b) Setiap persoalan hukum internasional. 
c) Adanya suatu fakta yang ada, bila ternyata  menimbulkan suatu 
pelanggaran terhadap kewajiban internasional. 
d) Sifat dan besarnya penggantian yang harus dilaksanakan karena 
pelaggaran terhadap kewajiban inetrnasional. 
Pada umumnya metode-metode penyelesaiaan sengketa digolongkan 
dalam dua kategori yaitu : 
1. Cara-cara penyelesaian damai yaitu apabila para pihak yang 
bersengketa telah dapat menyepakati untuk menemukan seuatu solusi 
yang bersahabat. Metode-metode penyelesaiaan sengketa-sengketa 
                                                             
6 Pasal 36 ayat 1 statuta MahkamahInternasional 
7 Pasal 36 ayat 2 statuta MahkamahInternasional. Selain itu sengketa yang dapat diajukan 
hanya sengketa hukum. 
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internasional secara damai atau persahabatan dapat dibagi dalam 
klasifikasi berikut ini : 
a) Abitrasi (arbiitrasion) 
b) Penyelesaian Yudisial (judicial settlement) 
c) Negosiasi,jasa-jasa baik (good office),mediasi,konsiliasi 
d) Penyelidikan (inquiry) 
e) Penyelesaian dibawah naungan organisasi perserikatan 
bangsa-bangsa 
2. Cara-cara penyelesaiaan sengketa-sengketa dengan kekerasan, 
yaitu apabila solusi yang dipakai atau dikenakan adalah melalui 
kekerasan. 
a) Retorsi (Retorsion) 
b) Tindakan pembalasan (Reprisals) 
c) Blockade secara damai (pacific blockade) 
d) Intervensi (Intervention) 
e) Perang dan tindakan bersenjata bukan perang (war and non 
war armed action)  
B. Penyelesaian Sengketa Internasional  
1. Penyelesaian Sengketa Internasional Dengan Cara Yudisial 
Penyelesaian yudisial berarti suatu penyelesaian dihadirkan melalui 
suatu pengadilan yudisial internasional yang dibentuk sebagai mana 
mestinya dengan memberlakukan kaedah-kaedah hukum. Metode 
Penyelesaian sengketa internasionaal adalah melalului pengadilan. 
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Penggunaan cara ini biasanya ditempuh apabila cara-cara penyelesaian 
yang ada ternyata tidak berhasil. 
Pengadilan dapat dibagi dalam dua kategori yaitu pengadilan 
permanen dan pengadilan ad hoc atau pengadilan khusus. Contoh 
pengadilan internasional adalah mahkamah internasional( internasional 
court of justice/ ICJ) dan mahkamahpidan internasional ( internasional 
criminal court / ICC). Contoh pngadilan ad hoc atau pengadilan khusus 
adalah mahkamahinternasional untuk bekas Yugoslavia dan Rwanda 
(Internasional Criminal Tribunal For The Farmer Yugoslavia / ICTY) dan ( 
Internasional Criminal Tribuna for Rwanda / ICTR). Pengadilan ad-hoc ini 
mempunya mandat terbatas pada waktu dan wilayahnya. 
a. Penyelesaian Melalui Badan Peradilan Internasional 
Salah satu alternative penyelesaian sengketa internasional secara 
hukum atau judicial settlement  seperti yang telah diuraikan diatas adalah 
penyelesaian melalui badan peradilan internasional (world court atau 
internasional court).8 
1) Mahkamah Internasional 
Mahkamah Internasional (International Court of Justice) adalah 
organ yuridis dari Perserikatan Bangsa Bangsa. Kedudukan Mahkamah 
berada di Istana Perdamaian (Peace Palace) di kota Den Haag, Belanda. 
Mahkamah ini sejak tahun 1946 telah menggantikan posisi dari 
                                                             
8 Huala Adolf,hukum penyelesaian sengketa internasional,Jakarta:sinar grafika,2004. Hal 58 
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Mahkamah Permanen untuk Keadilan Internasional (Permanent Court of 
International Justice) yang sudah beroperasi sejak tahun 1922. Statuta 
Mahkamah Internasional menjadi bagian yang tidakk terpisahkan dengan 
Piagam PBB.9 
Mahkamah internasional adalah organ utama lembaga kehakiman 
PBB, yang kedudukan di Den Haag, Belanda. Mahakamah ini mulai 
berfungsi sejak tahun 1946 sebagai pengganti MIP 
(mahkamahinternasional permanen).10 Fungsi utama MI adalah untuk 
menjelaskan kasus-kasus persengkataan intersional yang subjeknya 
adalah negara. Statuta adalah hukum-hukum yang terkandung. 
Pasal 9 Statuta Mahkamahinternasional menjelaskan, komposisi ICJ 
terdiri dari 15 hakim. Ke-15 calon hakim tersebut direkrut dari warga 
negara anggota yang dinilai cakap dibidang hukum internasional, untuk 
memilih anggota mahkamah dilakukan pemungutan suara secara 
independen oleh majelis umum dan Dewan Keamanan (DK). Biasanya 5 
hakim Mahkamah berasal dari anggota tetap DK PBB, tugasnya untuk 
memeriksa dan memutuskan perkara yang disidangkan baik yang bersifat 
sengketa maupun yang bersifat nasihat. 
Mahkamah memiliki dua peranan yaitu untuk menyelesaikan 
sengketa menurut hukum internasional atas perkara yang diajukan ke 
                                                             
9 http://bennysetianto.blogspot.com/2006/05/mahkamah-internasional.html akses pada tanggal 
24 Mei, 2013, pukul 20.15 WIB 
10 PCIJ (permanent court of internasional of justice)pendahulu dari ICJ, yang dibentuk 
berdasarkan pasal 14 konvenan liga bangsa bangsa pada tahun 1922. 
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mereka oleh negara-negara dan memberikan nasehat serta pendapat 
hukum terhadap pertanyaan yang diberikan oleh organisasi-organisasi 
internasional dan agen-agen khususnya. 
Mengenai penanganan Perkara di mahkamahinternasional,Hanya 
negaralah yang bisa berperkara di Mahkamah. Semua anggota PBB 
secara ipso facto  adalah anggota Mahkamah Internasional yang karena 
satu dan lain hal dapat menyatakan diri tunduk kepada kewenangan 
Mahkamah untuk memutuskan sengketa diantara mereka. Mahkamah 
hanya punya kewenangan untuk mengadili perkara jika negara 
menyatakan pengakuannya atas kewenangan mahkamah melalui:11 
1. Perjanjian khusus di antara para pihak yang bersengketa untuk 
menyelesaikan perkaranya melalui Mahkamah. 
2. Pernyataan yang secara nyata tertera dalam sebuah perjanjian. 
Misalnya, ketika suatu negara menyatakan diri terikat ke dalam 
sebuah konvensi yang di dalamnya secara tegas menunjukkan 
bahwa setiap sengketa yang muncul karena ketentuan-ketentuan 
dalam konvensi itu akan diselesaikan melalui Mahkamah 
Internasional. Ada banyak konvensi internasional yang ada saat ini 
mencantumkan pasal semacam itu. 
3. Adanya dampak dari asas timbal balik (reciprocal effect) dari 
pernyataan negara untuk tunduk kepada kewenangan mahkamah 
                                                             
11 ipso facto adalah anggota atau peserta pada statute mahkamahinternasional pasal 91 konvensi 
WINA 1969 tentang konvensi internasional. 
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jika muncul sengketa atas peristiwa hukum tertentu yang sama 
dengan pernyataan sejenis dari negara lain yang kebetulan 
bersengketa dengan negaar tersebut atas peristiwa hukum 
tersebut. 
4. Jika terjadi keragu-raguan apakah Mahkamah memiliki 
kewenangan terhadap penanganan suatu perkara yang diajukan 
kepadanya, maka Mahkamah punya kebebasan untuk menentukan 
apakah akan menangani perkara itu atau tidak. 
Masalah yuridiksi atau kewenangan suatu pengadilan dakam hukum 
internasional merupakan masalah utama dan sangat 
mendasar.kompetensi suatu mahkamah atau pengadilan internasional 
pada prinsipnya didasarkan pada kesepakatan dari negara-negara yang 
mendirikannya, berdirinya suatu mahkamah atau pengadilan internasional 
didasarkan pada suatu kesepakatan atau perjanjian internasional. 
Biasanya perjanjian internasional ini menentukan pula siapa saja 
yang berhak menyerahkan sengketanya kepada pengadilan (ratione 
personae)12 dan sengketa-sengketa apa saja yang biasa diserahkan dan 
diadili oleh pengadilan. Contohnya pertikaian antara indonesia- Australia 
mengenai landas kontinen kedua negara, tidak begitu saja diserahkan 
kepada The Eropean Court Of Human Right, yang khusus mengadili 
sengketa-sengketa pelanggaran hak asasi manusia diantara negara-
                                                             
12 ratione personae  adalah pihak yang berhak menyerahkan sengketanya 
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negara the European Community.  Yurisdiksi Mahkamah Internasional 
mencakup dua hal : 
1. Yurisdiksi atas pokok sengketa yang diserahkanny 
(contentious jurisdiction).  
 
Yurisdiksi mahkamah ini merupakan kewenangan untuk 
mengadili suatu sengketa atara dua Negara atau lebih, sengketa 
hukum yang memungkinkan diterapkannya aturan-aturan atau 
prinsip-prinsip hukum internasional terhadapnya. Pasal 34 dengan 
tegas menyatakan bahwa Negara sejalah yang bias menyerahkan 
sengketanya ke Mahkama. Dengan kata lain subyek-subyek hukum 
internasional lainnya seperti organisasi internasional,perusahaan 
multinasional,orang perorangan,pihak yang bersengketa, dan lain-
lain tidak bias meminta mahkamahuntuk menyelesaikan 
sengketanya. 
Jika  individu atau perusahaan merasa dirugikan oleh adanya 
tindakan Negara lain maka agar sengketa tersebut dapat diserahkan 
dan tangani oleh Mahkamah, negara individu atau negara tempat 
perusahaan didaftarkan dapat mengambil alih sengketa tersebut dan 
mengajukannya kepada Mahkamah. 
Meskipun suatu negara adalah pihak atau peserta pada statute 
dan berhak untuk memanfaatkan proses persidangan hukum 
persidangan mahkamah. Namun tidak ada suatu negara pun dapat 
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dipaksakan untuk menyelesaikan sengketanya kepada mahkamah 
tanpa kesepakatan negara itu sendiri.13 
Menurut Pasal 4 ayat 3 statuta , Dewan Keamanan PBB dapat 
mengajukan agar para pihak menyerahkan sengketanya kepada 
mahkamah, namun anjuran tersebut tidak dapat memaksa negara-
negara agar sengketa mereka diselesaikan oleh mahkamah, 
kesepakatan negara merupakan dasar dari yurisdiksi mahkamah. 
Rekomendasi Dewan Keamanan sempat menarik perhatian 
ketika inggris dan Albania bersengketa. Dalam sengketa ini Dewan 
Keamanan memberikan rekomendasi agar inggris dan Albania 
menyerahkan sengketanya kepada ICJ (Internasional Court of 
Justice). Inggris berpendapat bahwa rekomendasi Dewan Keamanan 
merupakan alasan yang cukup untuk memberi yurisdiksi kepada 
Mahkamah untuk mendengar dan memutus sengketa.14 
Namun ICJ berpandangan lain.ICJ melihat kehadiran Albania di 
sidan ICJ sudah menunjukkan bahwa negara tersebut telah 
menyepakati (secara diam-diam) yurisdiksi ICJ. Mayoritas hakim ICJ 
pada waktu itu tidak begitu memperdulikan argumentasi inggris 
tentang Statute Rekomendasi Dewan keamanan, namun demikian 
terdapat 7 hakim yang menyatakan bahwa pendapat inggris diatas 
keliru, alasan mereka  rekomendasi Dewan Keamanan tersebut tidak 
mengikat. 
                                                             
13 Huala adolf,hukum penyelesaian sengketa internasional,bandung,2004. Hal 69 
14 Dalam  the corfu chanel case,1948 
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2. Noncontentious jurisdiction atau yurisdiksi untuk 
memberikan nasihat hukum (advisory jurisdiction). 
Noncontentious (Advisory) jurisdiction ialah dasar hukum 
yurisdiksi Mahkamah untuk memberikan nasihat atau pertimbangan 
(Advisory) hukum kepada organ utama atau organ PBB lainnya. 
Nasihat hukum yang diberikan terbatas sifatnya, yaitu hanya terkait 
dengan ruang lingkup kegiatan atau aktivitas dari 5 (lima) badan 
atau hukum utama dan 16 (enam belas) badan khusus PBB. 
Mahkamah dapat memberikan pendapat atau nasehatnya 
mengenai setiap masalah hukum yang diserahkan kepadanya atas 
permohonan badan-badan mana pun yang diberi wewenan sesuai 
dengan piagam PBB untuk membuat permohonan demikian. 
Pasal 93 ayat (1) Piagam PBB menyatakan bahwa semua 
anggota PBB ipso facto adalah anggota atau peserta pada statute 
mahkamahinternasional pasal 93 ayat (2) piagam menyatakan 
bahwa negara-negara non-angota PBB dapat pula menjadi pihak 
pada statuta mahkamah dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh 
majelis umum atas rekomendasi dari dewan Keamanan.15 
Swis misalnya bukan anggota PBB, pada tanggal 11 
desember 1946 majelis umum mengesahkan, atas rekomendasi 
Dewan Keamanan, suatu resolusi 91 (1) 1946. Resolusi ini 
                                                             
15 Dimungkinkannya Negara-negara yang bukan menjadi anggota PBB untuk menjadi anggota ICJ 
merupakan pengecualian terhadap prinsip hukum perjanjian internasional pacta tertis nec nocent 
nec prosunt,yang berarti bahwa perjanjian mengikat hanya terhadap para pihak yang membuat 
dan mengikatkan dirinya . ia tidak mengikat pihak ketiga yang berada diluar kesepakatan para 
pihak yang membuatnya. 
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menyatakan bahwa swis dapat menjadi peserta pada statute ICJ 
dengan syarat-syarat berikut:16 
1. Menerima ketentuan – ketentua statute ICJ. 
2. Menerima semua kewajiban sebagai anggota PBB berdasarkan 
pasal 94 pigam. 
3. Bersedia membayar ongkos-ongkos Mahkamahyang jumlahnya 
akan ditentukan oleh Majelis Umum dari waktu ke waktu 
setelah berkonsultasi dengan pemerintah Swis. 
Swis menerima persyaratan-persyaratan tersebut yang 
menyatakan dalam suatu dokumen yang diserahkan kepada 
secretariat PBB pada tanggal 28 juli 1948. Negara Liechtenstein 
dan San Marino menjadi peserta statute ICJ dengan persyaratan-
persyaratan yang sama dengan menyerahkan pernyataan 
(deklarasi) penerimaan kepada secretariat PBB pada tanggal 29 
maret 1950 dan 18 februari 1954. 
3. Sumber Hukum Mahkamah Internasional 
Statuta mahkamah internasional dengan tegas menyatakan 
sumber-sumber hukum internasional yang akan mahkamah terapkan 
dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang diserahkan 
                                                             
16 Pasal 94 piagam mensyaratkan smua anggota PBB untuk  menaati putusan yang dikeluarkan 
oleh MahkamahInternasional. 
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kepadanya, sumber hukum tersebut dinyatakan dalam Pasal 38 ayat 
(1) statuta mahkamah internasional, yaitu : 
a) Konvensi atau perjanjian internasional, baik yang bersifat umum 
atau khusus, yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang 
diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa. 
b) Kebiasaan-kebiasaan internasional sebagai mana telah dibuktikan 
sebagai suatu praktik umum yang diterima ssebagai hukum. 
c) Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang 
beragam. 
d) Putusan-putusan pengadilan dan ajaran-ajaran para sarjana 
terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber hukum subside 
(tambahan) untuk menetapkan kaida-kaidah hukum. 
Menurut Moctar Kusuma Admaja, penyebutan sumber-sumber 
hukum tersebut tidak menggambarkan urutan pentingnya masing-
masing sumber hukum. Klasifikasi yang dapat digunakan adalah 
bahwa dua urutan pertaama tergolong ke dalam sumber hukum utama 
atau primer, dua lainnya adalah sumber hukum tambahan atau 
subside.17 
Adanya dua penggolongan tersebut secara teori menunjukkan 
bahwa Mahkamahpertama-tama akan menggunakan sumber hukum 
utama terlebih dahulu (perjanjian internasional) baru manakalah 
                                                             
17 Moctar Kusuma Admadja.op.cit., hlm 108 
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memeriksa sengketa dengan mengguanakan kaidah-kaidah hukum 
kebiasaan internasional. Selanjutnya  jika sumber hukum tersebut 
kurang memberi gambaran maka sumber hukum subside akan 
berfungsi, yaitu prinsip-prinsip hukum umum dan putusan pengadilan 
terdahulu serta pendapat para ahli (doktrin). 
Menurut piagam PBB asas-asas hukum umum tidak mengacu 
kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam lingkup 
internasional. Tetapi  ia mengacu kepada prinsip-prinsip hukum umum 
yang terdapat dalam hukum nasional atau terefleksikan dalam 
konsep-konsep dasar dari negara-negara beradap. 
Moctar kusuma Atmadja menggungkapkan bahwa yang 
dimaksud dengan asas-asas umum adalah asas-asas hukum yang 
mendasari system hukum modern. Yang  dimadsud  system hukum 
modern adalah system hukum positif yang didasarkan atas asas-asas 
dan lembaga-lembaga hukum Negara barat yang sebagian besar 
didasarkan atas asas-asas dan lembaga-lembaga hukum romawi. 
Mahkamah akan menggunakan norma-norma hukum ini untuk mengisi 
kekosongan hukum dalam hukum perjanjian internasional dan hukum 
kebiasaan internasional. Adapun kasus-kasus yang perna disidangkan 
didepan mahkamah internasional : 
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1. Application of the Convention on the Prevention and Punishment 
of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and 
Montenegro); 
2. Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia); 
3. Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic 
Republic of Congo); 
4. Application of the Convention on the Prevention and Punishment 
of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia and Montenegro); 
5. Maritime Delimitation between Nicaragua and Honduras in the 
Caribbean Sea (Nicaragua v. Honduras); 
6. Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia); 
7. Certain Criminal Proceedings in France (Republic of the Congo v. 
France); 
8. Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks 
and South Ledge(Malaysia/Singapore); 
9. Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine); 
10. Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. 
Nicaragua); 
2. Penyelesaian Sengketa secara damai 
Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Damai dilakukan 
dengan:18 
1. Prinsip itikad baik (good faith); 
                                                             
18 http://fitrohsyawali.wordpress.com/2010/05/10/makalah-penyelesaian-sengketa-
international/ 
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2. Prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian 
sengketa; 
3. Prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa; 
4. Prinsip kebebasan memilih hukum yang akan diterapkan 
terhadap pokok sengketa; 
5. Prinsip kesepakatan para pihak yang bersengketa (konsensus); 
6. Prinsip penggunaan terlebih dahulu hukum nasional negara 
untuk menyelesaikan suatu sengketa prinsip exhaustion of local 
remedies); 
7. Prinsip-prinsip hukum internasional tentang kedaulatan, 
kemerdekaan, dan integritas wilayah negara-negara. 
Disamping ketujuh prinsip di atas, Office of the Legal Affairs PBB 
memuat prinsip-prinsip lain yang bersifat tambahan, yaitu:19 
1. Prinsip larangan intervensi baik terhadap masalah dalam atau 
luar negeri para pihak; 
2. Prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri; 
3. Prinsip persamaan kedaulatan negara-negara; 
4. Prinsip kemerdekaan dan hukum internasional. 
Seperti yang telah dijelaskan di atas, yang termasuk ke dalam 
penyelesaian sengketa secara diplomatik adalah negosiasi; enquiry atau 
penyelidikan; mediasi; konsiliasi; dan good offices atau jasa-jasa baik. 
                                                             
19 Ibid.,  
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Kelima metode tersebut memiliki ciri khas, kelebihan, dan kekurangan 
masing-masing.20 
a) Negosiasi 
Negosiasi adalah perundingan yang dilakukan secara langsung 
antara para pihak dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui 
dialog tanpa melibatkan pihak ketiga. Negosiasi merupakan cara 
penyelesaian sengketa yang paling dasar dan paling tuas digunakan oleh 
umat manusia. Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB menempatkan negosiasi 
sebagai cara pertama dalam menyelesaikan sengketa. 
Perundingan merupakan pertukaran pandangan dan usul-usul antara 
dua pihak untuk menyelesaikan suatu persengketaan, jadi tidak 
melibatkan pihak ketiga. Segi positif/kelebihan dari negosiasi adalah: 
1. Para pihak sendiri yang menyelesaikan kasus dengan pihak 
lainnya; 
2. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana 
cara penyelesaian melalui negosiasi dilakukan menurut 
kesepakatan bersama; 
3. Para pihak mengawasi atau memantau secara langsung 
prosedur penyelesaian; 
4. Negosiasi menghindari perhatian publik dan tekanan politik 
dalam negeri. 
                                                             
20 Ibid., 
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Segi negatif/kelemahan dari negosiasi adalah: 
1. Negosiasi tidak pernah akan tercapai apabila salah satu pihak 
berpendirian keras; 
2. Negosiasi menutup kemungkinan keikutsertaan pihak ketiga, 
artinya kalau salah satu pihak berkedudukan lemah tidak ada 
pihak yang membantu. 
Penyelesaian sengketa ini dilakukan secara langsung oleh para 
pihak yang bersengketa melalui dialog tanpa ada keikutsertaan dari pihak 
ketiga. Dalam pelaksanaannya, negosiasi memiliki dua bentuk utama, 
yaitu bilateral dan multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui 
saluran diplomatik pada konferensi internasional atau dalam suatu 
lembaga atau organisasi internasional. 
Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai 
yang cukup lama dipakai. Sampai pada permulaan abad ke-20, negosiasi 
menjadi satu-satunya cara yang dipakai dalam penyelesaian sengketa. 
Sampai saat ini cara penyelesaian melalui negosiasi biasanya adalah cara 
yang pertama kali ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. 
Penyelesaian sengketa ini dilakukan secara langsung oleh para pihak 
yang bersengketa melalui dialog tanpa ada keikutsertaan dari pihak 
ketiga. Dalam pelaksanaannya, negosiasi memiliki dua bentuk utama, 
yaitu bilateral dan multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui 
saluran diplomatik pada konferensi internasional atau dalam suatu 
lembaga atau organisasi internasional. 
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Dalam praktek negosiasi, ada dua bentuk prosedur yang dibedakan. 
Yang pertama adalah negosiasi ketika sengketa belum muncul, lebih 
dikenal dengan konsultasi. Dan yang kedua adalah negosiasi ketika 
sengketa telah lahir. Keuntungan yang diperoleh ketika negara yang 
bersengketa menggunakan mekanisme negosiasi, antara lain : 
(1) Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan penyelesaian 
sesuai dengan kesepakatan diantara mereka 
(2) Para pihak mengawasi dan memantau secara langsung prosedur 
penyelesaiannya 
(3) Dapat menghindari perhatian publik dan tekanan politik dalam 
negeri. 
(4) Para pihak mencari penyelesaian yang bersifat win-win solution, 
sehingga dapat diterima dan memuaskan kedua belah pihak 
b) Enquiry atau Penyelidikan 
J.G.Merrills menyatakan bahwa salah satu penyebab munculnya 
sengketa antar negara adalah karena adanya ketidaksepakatan para 
pihak mengenai fakta. Untuk menyelesaikan sengketa ini, akan 
bergantung pada penguraian fakta-fakta para pihak yang tidak disepakati. 
Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, para pihak kemudian 
membentuk sebuah badan yang bertugas untuk menyelidiki fakta-fakta 
yang terjadi di lapangan. Fakta-fakta yang ditemukan ini kemudian 
dilaporakan kepada para pihak, sehingga para pihak dapat menyelesaikan 
sengketa diantara mereka. 
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Dalam beberapa kasus, badan yang bertugas untuk menyelidiki 
fakta-fakta dalam sengketa internasional dibuat oleh PBB. Namun dalam 
konteks ini, enquiry yang dimaksud adalah sebuah badan yang dibentuk 
oleh negara yang bersengketa. Enquiry telah dikenal sebagai salah satu 
cara untuk menyelesaikan sengketa internasional semenjak lahirnya The 
Hague Convention pada tahun 1899, yang kemudian diteruskan pada 
tahun 1907. 
c) Mediasi 
Melibatkan pihak ketiga (third party) yang dipilih oleh para pihak yang 
bersengketa. Pihak ketiga dapat berupa individu atau kelompok (individual 
or group), negara atau kelompok negara atau organisasi internasional. 
Dalam mediasi, negara ketiga bukan hanya sekedar mengusahakan agar 
para pihak yang bersengketa saling bertemu, tetapi juga mengusahakan 
dasar-dasar perundingan dan ikut aktif dalam perundingan, contoh: 
mediasi yang dilakukan oleh Komisi Tiga Negara (Australia, Amerika, 
Belgia) yang dibentuk oleh PBB pada bulan Agustus 1947 untuk mencari 
penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda dan juga mediasi 
yang dilakukan oleh Presiden Jimmy Carter untuk mencari penyelesaian 
sengketa antara Israel dan Mesir hingga menghasilkan Perjanjian Camp 
David 1979. Dengan demikian, dalam mediasi pihak ketiga terlibat secara 
aktif (more active and actually takes part in the negotiation). 
Mediasi biasanya dilakukan oleh pihak ketiga ketika pihak yang 
bersengketa tidak menemukan jalan keluar dalam penyelesaian suatu 
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masalah.Maka pihak ketiga merupakan salah satu jalan keluar dari jalan 
buntu perundingan yang telah terjadi dan memberikan solusi yang dapat 
diterima oleh kedua belah pihak. Seorang mediator harus netral (tidak 
memihak salah satu pihak yang bersengketa) dan independen. Dalam 
menjalankan tugasnya, mediator tidak terikat pada suatu hukum acara 
tertentu dan tidak dibatasi pada hukum yang ada. Mediator dapat 
menggunakan asas ex aequo et bono untuk menyelesaikan sengketa 
yang ada. 
Ketika negara-negara yang menjadi para pihak dalam suatu 
sengketa internasional tidak dapat menemukan pemecahan masalahnya 
melalui negosiasi, intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga adalah 
sebuah cara yang mungkin untuk keluar dari jalan buntu perundingan 
yang telah terjadi dan memberikan solusi yang dapat diterima oleh kedua 
belah pihak. Pihak ketiga yang melaksanakan mediasi ini tentu saja harus 
bersifat netral dan independen. Sehingga dapat memberikan saran yang 
tidak memihak salah satu negara pihak sengketa. 
Intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga ini dapat dilakukan dalam 
beberapa bentuk. Misalnya, pihak ketiga memberikan saran kepada kedua 
belah pihak untuk melakukan negosiasi ulang, atau bisa saja pihak ketiga 
hanya menyediakan jalur komunikasi tambahan. Pelaksanaan mediasi 
dalam penyelesaian sengketa internasional diatur dalam beberapa 
perjanjian internasional, antara lain The Hague Convention 1907; UN 
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Charter; The European Convention for the Peaceful Settlement of 
Disputes. 
d) Konsiliasi 
Sama seperti mediasi, penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi 
menggunakan intervensi pihak ketiga. Pihak ketiga yang melakukan 
intervensi ini biasanya adalah negara, namun bisa juga sebuah komisi 
yang dibentuk oleh para pihak. Komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para 
pihak dapat saja terlembaga atau bersifat ad hoc, yang kemudian 
memberikan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. 
Namun keputusan yang diberikan oleh komisi konsiliasi ini tidak mengikat 
para pihak. 
Proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi mempunyai 
kemiripan dengan mediasi. Pembedaan yang dapat diketahui dari kedua 
cara ini adalah konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal jika 
dibandingkan dengan mediasi. Karena dalam konsiliasi ada beberapa 
tahap yang biasanya harus dilalui, yaitu penyerahan sengketa kepada 
komisi konsiliasi, kemudian komisi akan mendengarkan keterangan lisan 
para pihak, dan berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh para pihak 
secara lisan tersebut komisi konsiliasi akan menyerahkan laporan kepada 
para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian 
sengketa. 
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Konsiliasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa oleh suatu 
organ yang dibentuk sebelumnya atau dibentuk kemudian atas 
kesepakatan para pihak yang bersengketa. Organ yang dibentuk tersebut 
mengajukan usul-usul penyelesaian kepada para pihak yang bersengketa 
(to the ascertain the facts and suggesting possible solution). Rekomendasi 
yang diberikan oleh organ tersebut tidak bersifat mengikat (the 
recommendation of the commission is not binding). Contoh dari konsiliasi 
adalah pada sengketa antara Thailand dan Perancis, kedua belah pihak 
sepakat untuk membentuk Komisi Konsiliasi. Dalam kasus ini Thailand 
selalu menuntut sebagian dari wilayah Laos dan Kamboja yang terletak di 
bagian Timur tapal batasnya. Karena waktu itu Laos dan Kamboja adalah 
protektorat Perancis maka sengketa ini menyangkut antara Thailand dan 
Perancis. 
e) Good Offices atau Jasa-jasa Baik 
Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui bantuan 
pihak ketiga. Pihak ketiga berupaya agar para pihak yang bersengketa 
menyelesaikan sengketanya dengan negosiasi. Menurut pendapat 
Bindschedler, yang dikutip oleh Huala Adolf, jasa baik dapat didefinisikan 
sebagai berikut: the involvement of one or more States or an international 
organization in a dispute between states with the aim of settling it or 
contributing to its settlement. 
Pada pelaksanaan di lapangan, jasa baik dapat dibedakan dalam 
dua bentuk, yaitu jasa baik teknis (technical good offices), dan jasa baik 
32 
 
politis (political good offices). Jasa baik teknis adalah jasa baik oleh 
negara atau organisasi internasional dengan cara mengundang para pihak 
yang bersengketa ikut serta dalam konferensi atau menyelenggarakan 
konferensi. Tujuan dari jasa baik teknis ini adalah mengembalikan atau 
memelihara hubungan atau kontak langsung di antara para pihak yang 
bersengketa setelah hubungan diplomatik mereka terputus. Sedangkan 
jasa baik politis adalah jasa baik yang dilakukan oleh negara atau 
organisasi internasional yang berupaya menciptakan suatu perdamaian 
atau menghentikan suatu peperangan yang diikuti dengan diadakannya 
negosiasi atau suatu kompetensi. 
C. Batas-Batas, Zona, dan Wilayah Kawasan Maritim 
1. Perairan Pedalaman 
Lebar laut teritorial diukur dari "garis pangkal" dan perairannya 
yang berada pada sisi darat dari garis tersebut dinyatakan sebagai 
perairan pedalaman. Dengan demikian batas laut teritorial pada arah ke 
darat merupakan batas terluar dari perairan pedalaman suatu negara. 
Garis pangkal biasa untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis air 
rendah (Pasal 5 UNCLOS 1982), di mana pada keadaan seperti ini 
tentunya tidak terdapat perairan pedalaman. Namun dalam keadaan-
keadaan tertentu dapat digunakan garis pangkal lain yang akan 
menimbulkan adanya perairan pedalaman. Keadaan-keadaan tersebut 
adalah: 
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a. Apabila garis pantai sangat menjorok ke dalam atau apabila 
terdapat jajaran pulau-pulau di sepanjang pantai, suatu garis 
pangkal lurus dapat ditarik dari titik-titik tertentu pada pantai atau 
pulau-pulau tersebut (Pasal 7 UNCLOS 1982). Garis pangkal harus 
mengikuti arah umum dari pantai dan perairan ke arah darat dari 
garis ini yang akan membentuk perairan pedalaman harus sangat 
erat kaitannya dengan daratan. 
b. Apabila daratan sangat cekung ke dalam sehingga dapat dikatakan 
adanya perairan yang dilingkupi oleh daratan (dalam keadaan 
dimana daerah lekukan lebih besar daripada setengah lingkaran 
dengan diameter yang sama lebarnya dengan lebar mulut lekukan 
tersebut), laut teritorial dapat diukur dari garis penutup yang ditarik 
pada mulut lekukan dengan ketentuan bahwa garis penutup 
tersebut panjangnya tidak boleh melebihi 24 mil laut (Pasal 10 
UNCLOS 1982). 
c. Apabila sebuah sungai langsung bermuara ke laut, garis pangkal 
dapat di tarik melintasi mulutnya dengan menghubungkan titik-titik 
pada garis air rendah tepi muara tersebut (Pasal 9 UNCLOS 
1982)21.  
2. Laut Teritorial 
Pasal 2 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa kedaulatan negara 
pantai selain di wilayah daratan dan perairan pedalamannya dan, dalam 
                                                             
21 Heru Prijanto, 2007, Hukum Laut Internasional, Malang: Bayumedia Publishing, hal.7. 
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hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya, meliputi juga laut 
teritorial, ruang udara di atasnya dan dasar laut serta lapisan tanah di 
bawahnya. Lebar dan batas-batas laut teritorial negara-negara diatur 
dalam Pasal 3-7, menurut Pasal-Pasal tersebut batas laut teritorial tidak 
boleh melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Garis pangkal biasa 
(normal) adalah marka pasang surut seperti yang terlihat pada peta skala 
besar yang secara resmi diakui oleh negara pantai. Namun demikian, 
dalam hal kepulauan yang terletak pada atol-atol atau kepulauan-
kepulauan yang mempunyai karang-karang di sekitarnya, garis pangkal itu 
adalah garis pasang surut pada sisi karang ke arah laut sebagaimana 
yang ditunjukkan oleh tanda yang jelas pada peta-peta yang secara resmi 
diakui oleh negara pantai. 
Garis pangkal lurus dapat dipakai berdasarkan keadaan-keadaan 
yang diuraikan dalam Pasal 7. Garis-garis demikian yang menghubungkan 
titiktitik yang dapat ditarik untuk tempat-tempat di mans garis pantai 
menjorok ke dalam dan menikung ke dalam atau apabila terdapat suatu 
deretan pulau di sepanjang pantai di dekatnya. Apabila karena adanya 
suatu kondisi slam lainnya yang membuat garis pantai sangat tidak tetap, 
maka titik-titik yang tepat dapat dipilih di sepanjang garis air rendah yang 
paling jauh menjorok ke laut. Garis-garis yang dtarik tersebut tidak boleh 
menyimpang terlalu jauh dari arah umum garis pantai, dan bagian-bagian 
laut yang terletak di dalam garis pangkal demikian harus cukup dekat 
ikatannya dengan daratan untuk dapat tunduk pads rezim perairan 
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pedalaman. 
Garis pangkal lurus tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut, 
kecuali jika di atasnya didirikan mercusuar atau instalasi-instalasi serupa 
yang secara permanen ada di atas permukaan laut, kecuali dalam hal 
penarikan garis pangkal lurus ke dan dari elevasi demikian telah 
memperoleh pengakuan internasional. Sistem penarikan garis pangkal 
lurus tersebut tidak boleh diterapkan apabila mengakibatkan terpotongnya 
laut teritorial negara lain dari laut lepas atau dari zona ekonomi eksklusif. 
Pasal 15 mengatur penetapan garis batas laut teritorial di antara 
negara-negara yang pantainya sating berhadapan atau berdampiingan, 
tidak satupun dari kedua negara berhak, kecuali ada persetujuan 
sebaliknya di antara mereka, untuk menetapkan batas laut teritorialnya 
melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik 
terdekat pada garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing 
negara itu diukur22. 
3. Zona Tambahan 
Mengenai zona tambahan, Pasal 33 menentukan bahwa negara 
pantai dalam zona tersebut dapat melaksanakan pengawasan yang 
diperlukan guna mencegah pelanggaran terhadap peraturan perundang-
undangan menyangkut bea-cukai, fiskal, imigrasi dan sanitasi di dalam 
wilayahnya atau laut teritorialnya, dan menghukum setiap pelanggaran 
                                                             
22 J.G. Starke, Q. C, 1989, Intoroduction to International Law, Edisi Indonesia, Pengantar 
Hukum International 1 Edisi Kesepuluh, diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, 
S.H. Cetakan Klima, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 348. 
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yang dilakukan. Zona tersebut adalah suatu jalur yang lebarnya tidak 
melebihi 24 mil dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar 
laut teritorial. 
4. Zona Ekonomi Eksklusif 
Salah satu perbedaan yang radikal antara hukum laut klasik dan 
hukum laut baru tercermin dalam prinsip zona ekonomi eksklusif (ZEE). 
Ketika konferensi PBB tentang Hukum Laut III dibuka, tampak adanya dua 
kubu yang berbeda. Banyak negara (khususnya negara-negara yang 
sedang berkembang) menunjukkan dirinya sebagai pembela dari 
kelompok yang menghendaki suatu perluasan hak negara yang drastis, di 
pihak lain (khususnya negara negara industri) menginginkan sesedikit 
mungkin pengurangan kebebasan di laut lepas. Seperti biasanya, 
pendirian ini di dasari oleh kepentingan masing-masing. 
Negara-negara berkembang mengharapkan keuntungan yang lebih 
besar daripada eksploitasi perairan sekitar pantainya, misaInya dengan 
mensyaratkan semacam pembayaran kepada kapal-kapal ikan asing. 
Sementara itu, negara-negara industri memiliki kepentingan untuk tetap 
mempertahankan kebebasan seluas mungkin karena bagaimanapun juga 
mereka memiliki kemampuan teknologi dan modal untuk menggunakan 
kebebasan tersebut secara efektif. 
Pada pembukaan konferensi Hukum Laut III tersebut, dua 
pendapat yang sangat ekstrem yakni di satu pihak berupa usul yang 
menginginkan tetap dipertahankannya lebar laut teritorial 3 mil dengan 
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hak perikanan yang terbatas bagi negara pantai di luar batas laut teritorial 
tersebut, sedangkan di pihak lain ada suatu usul yang menghendaki 
perluasan laut teritorial sampai 200 mil dari pantai. Akhirnya dicapai suatu 
kompromi yang menetapkan lebar laut teritorial 12 mil dan di luar itu 
terdapat zona ekonomi eksklusif yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 
mil laut dari pantai. Zona ekonomi eksklusif diartikan sebagai suatu daerah 
di luar laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil diukur dari 
garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial (Pasal 
55 dan 57). Menurut pengertian Pasal 56, negara pantai di zona ekonomi 
eksklusif dapat menikmati beberapa hal berikut: 
a. Hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, 
konservasi, dan pengelolaan segala sumber kekayaan alam di 
dasar laut dan tanah di bawahnya serta perairan di atasnya. 
Demikian pula terhadap semua kegiatan untuk tujuan eksploitasi 
secara ekonomis dari zona tersebut (seperti produksi energi dari 
air, arus, dan angin). 
b. Yurisdiksi, sebagaimana yang ditetapkan dalam konvensi ini, .atas 
pendirian dan penggunaan pulau-pulau buatan, riset ilmiah 
kelautan, serta perlindungan lingkungan laut. 
c. Hak-hak dan kewajiban lain sebagaimana yang ditetapkan dalam 
konvensi.23 
                                                             
23 Heru Prijanto, 2007, Hukum Laut Internasional, Malang: Bayumedia Publishing, hal, 11-12. 
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Berlainan dengan laut teritorial, zona ekonomi eksklusif tidak 
tunduk kepada kedaulatan penuh negara pantai. Negara pantai hanya 
menikmati hak-hak berdaulat dan bukan kedaulatan. Zona ekonomi 
eksklusif bukan laut teritorial dapat juga dilihat dari ketentuan Pasal 58 
yang menyatakan bahwa di zona ekonomi eksklusif semua negara dapat 
menikmati kebebasan berlayar dan terbang di atasnya serta kebebasan 
untuk meletakkan saluran pips dan kabel bawah laut, dan juga untuk 
penggunaan sah lainnya berkenaan dengan kebebasan tersebut. 
Konferensi ini juga berisi pengaturan tentang penetapan batas zona 
ekonomi eksklusif diantara negara-negara yang pantainya berhadapan 
maupun berdampingan. Penetapan batas tersebut harus dilakukan melalui 
perjanjian berdasarkan pada hukum internasional untuk mendapatkan 
suatu penyelesaian yang adil. Apabila tidak dicapai suatu persetujuan, 
negara-negara yang bersangkutan harus menyelesaikannya melalui 
prosedur yang ditetapkan dalam konvensi mengenai penyelesaian 
sengketa (Pasal 74). Pasal 121 juga penting untuk penetapan batas zona 
ekonomi eksklusif ini karena dalam Pasal tersebut dinyatakan batu karang 
dengan kata lain pulau yang tidak mendukung adanya kediaman manusia 
atau kehidupan ekonomi tidak berhak untuk memiliki zona ekonomi 
eksklusif. 
5. Landas Kontinen 
Landas kontinen adalah daerah dasar laut dan tanah di bawahnya 
yang berada di luar laut teritorial yang merupakan kelanjutan alamiah dari 
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daratan sampai ke batas terluar tepian kontinen (continental margin), atau 
sampai jarak 200 mil laut diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk 
mengukur lebar laut teritorial apabila sisi terluar tidak mencapai jarak 
tersebut (Pasal 76)24. Ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS III 
menetapkan batas terluar dari tepian kontinen yang terletak di luar jarak 
200 mil, negara pantai dapat memilih salah satu di antara dua cara 
penetapan batas tersebut: 
a. Dengan menarik garis di antara titik-titik di mans ketebalan sedimen 
karang paling sedikit 1 persen dari jarak terpendek pada titik-titik 
tersebut ke kaki lereng kontinen. 
b. Dengan menarik garis di antara titik-titik yang ditetapkan yang 
panjangnya tidak melebihi 60 mil laut dari kaki lereng kontinen 
(Pasal 76 (4)). 
6. Kepulauan 
Zona ekonomi eksklusif bukanlah satu-satunya perluasan yang 
drastis dari berbagai hak negara-negara di pantai yang tercantum dalam 
konvensi, sedangkan rezim kepulauan yang baru juga menunjukkan hal 
yang sama. Pasal 46 UNCLOS III mengartikan suatu kepulauan sebagai 
kelompok pulau-pulau dan berkaitan dengan perairan yang 
menghubungkannya sehingga membentuk kesatuan geografis, ekonomi, 
dan politik atau yang secara historis telah dianggap demikian. Suatu 
negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri atas satu 
                                                             
24 Heru Prijanto, 2007, Hukum Laut Internasional, Malang: Bayumedia Publishing, hal. 14. 
 
40 
 
kepulauan atau lebih. Negara-negara ini dapat menarik garis pangkal 
lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau 
dan karang-karang kering terluar dari gugusan kepulauan tersebut. Di 
dalam garis-garis pangkal kepulauan tersebut sudah termasuk pulau-
pulau utama dan perbandingan antara perairan dan daratan adalah 1:1 
sampai 9:1. Panjang garis pangkal lurus kepulauan tidak boleh melebihi 
100 mil laut kecuali 3 persen dengan seluruh garis pangkal lurus 
kepulauann tersebut dapat mencapai 125 mil laut dan garis pangkal 
kepulauan tidak boleh menyimpang dari konfigurasi umum kepulauan.25 
Lebar laut teritorial, jalur tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan 
landas kontinen diukur dari garis-gads pangkal sesuai Pasal 48. Ini berarti 
bahwa kedaulatan negara kepulauan meliputi perairan yang dikelilingi oleh 
garis-garis pangkal tersebut, termasuk udara di atasnya serta dasar laut di 
bawahnya (Pasal 49). 
7. Laut Lepas 
Ketentuan mengenai laut lepas yang terdapat dalam Konvensi 
Hukum Laut 1982 berlaku pada semua bagian laut yang tidak termasuk 
zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, perairan pedalaman, ataupun 
perairan kepulauan (Pasal 86). Dengan demikian ketentuan ini 
menunjukkan bahwa zona ekonomi eksklusif tidak termasuk rezim laut 
lepas. Namun demikian, Pasal 86 juga menyatakan bahwa ketentuan ini 
tidak mempengaruhi beberapa kebebasan yang dinikmati oleh negara-
                                                             
25. Ibid, hal. 14 
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negara di zona ekonomi eksklusif sesuai dengan Pasal 58. Oleh karena 
itu, tampaknya hal ini bukan merupakan alasan yang cukup untuk 
menegaskan bahwa zona ekonomi eksklusif membentuk bagian dari laut 
lepas. Laut lepas terbuka bagi semua negara, baik negara yang berpantai 
maupun yang tidak berpantai. 
Kebebasan di laut lepas ini antara lain : 
a. Kebebasan berlayar. 
b. Kebebasan untuk terbang di atasnya. 
c. Kebebasan untuk meletakkan kabel dan pipa bawah laut. 
d. Kebebasan membangun pulau-pulau buatan dan instalasi-instalasi 
lainnya. 
e. Kebebasan menangkap ikan. 
f. Kebebasan melakukan riset ilmiah.26 
Kebasan-kebebasan ini harus dilaksanakan dengan 
mempertimbangkan kepentingan-kepentingan negara lain, serta hak-hak 
yang tercantum dalam Konvensi Hukum Laut 1982 mengenai eksploitasi 
kawasan dasar laut dalam (Pasal 87). Laut lepas harus digunakan hanya 
untuk maksud-maksud damai dan tidak ada satu negara pun dapat 
menyatakan kedaulatan terhadap bagian dari laut lepas ini (Pasal 88- 89). 
8. Dasar Samudra Dalam 
Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan dasar laut dalam dengan 
                                                             
26 Ibid., hal. 17. 
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istilah "kawasan", yang diartikan sebagai dasar laut dan tanah di 
bawahnya yang berada di luar batas-batas yurisdiksi nasional (Pasal 1). 
Ini berarti bahwa "kawasan" adalah dasar laut di luar zona ekonomi 
eksklusif, kecuali daerah dasar laut di luar batas tersebut termasuk bagian 
dari landas kontinen suatu negara pantai. 
Dikatakan juga "kawasan" dan sumber kekayaan alam di dalamnya 
dinyatakan sebagai warisan bersama seluruh umat manusia (Pasal 36). 
Tidak satu negara pun yang menyatakan kedaulatannya ataupun hak 
berdaulatnya terhadap sumber kekayaan alamnya. Semua hak-hak atas 
sumber kekayaan alam ini diserahkan kepada umat manusia secara 
keseluruhan (Pasal 137). 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Tipe penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan tipe 
penelitian normatif, sehingga lokasi penelitian akan dilakukan di 
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Perpustakaan 
Universitas Hasanuddin. 
 
B. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pengumpulan 
data melalui penelitian kepustakaan (library research), yakni dengan 
menelaah data-data sekunder berupa buku-buku, peraturan-peraturan 
terkait sengketa internasional, hukum laut, serta karya-karya ilmiah 
yang telah ada sebelumnya yang melakukan pembahasan terkait 
dengan sengketa laut internasional. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
5. Jenis data 
Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 
data sekunder yakni berupa data yang diperoleh penulis dari bahan   
dokumentasi dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan 
penulisan skripsi ini. 
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6. Sumber Data 
Sumber data yang diperoleh penulis pada penulisan skripsi ini 
bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu penelitian pustaka yang 
dilakukan dengan mempelajari buku-buku, tulisan ilmiah, peraturan 
perundang-undangan, serta sumber-sumber lainnya yang terkait. 
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kualitatif, 
sehingga teknik analisis data yang digunakan juga menggunakan 
teknik kualitatif, dimana proses pengolahan data dilakukan secara 
deduktif, yakni di mulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum, 
kemudian meneliti hal-hal yang bersifat khusus sehingga dari proses 
analisis ini kemudian di tarik suatu kesimpulan. Pendekatan yang 
dilakukan adalah yuridis normatif yaitu dengan melakukan penjabaran 
atas data-data yang ada sebagai hasil dari penelitian. Dalam 
pendekatan normatif ini,  penelitian dilakukan terhadap norma-norma 
hukum yang memiliki permasalahan dengan yang akan diteliti. 
Pendekatan semacam ini dilakukan dengan meneliti realitas hukum 
yang dilakukan dari segi yuridis sehingga dapat ditarik sebuah 
kesimpulan mengenai permasalahan yang ada.  
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Analisis Terhadap Keputusan Mahkamah Internasional tentang 
Sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) 
Pengaturan tentang kedaulatan dan yurisdiksi negara di laut secara  
komprehensif mulai dilakukan oleh empat Konvensi Jenewa tahun 1958 
yang mengatur tentang laut teritorial dan zona tambahan, perikanan dan 
konservasi sumber daya hayati di laut lepas, landas kontinen dan laut 
lepas. Namun demikian pada kisaran tahun 1970-an konvensi tersebut 
mulai dianggap tidak lagi memadai dan muncul tuntutan untuk meninjau 
kembali isi konvensi tersebut. Setelah melalui perundingan yang cukup 
panjang, akhirnya negara-negara peserta Konvensi Hukum Laut PBB ke-3 
menyepakati hasil konfrensi berupa  Konvensi PBB tentang Hukum Laut 
pada tahun 1982 (United Nations Convention on the Law of the 
Sea/UNCLOS) yang terdiri dari 320 pasal dan 9 Annex dan mulai berlaku 
tahun 1994 sesuai ketentuan Pasal 308 Konvensi, yaitu 12 bulan setelah 
tanggal Penyerahan instrumen ratifiksi ke-60 atas konvensi tersebut, 
Untuk disimpan pada sekjen PBB. 27 
                                                             
27
 B. Tjandra Wulandari. 2005. Sengketa Wilayah Perbatasan Perairan Ambalat–Karang Unarang 
Pasca Kasus Sipadan dan Ligitan (Tinjauan Hukum Laut Internasional). Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum-
Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang.hal.2. 
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Konvensi Hukum Laut 1982, mengakui hak Negara Pantai untuk 
melakukan klaim atas berbagai macam zona maritime dengan status 
hukum yang berbeda-beda, yang dibagi sebagai berikut:28 
1. Berada dibawah kedaulatan penuh negara meliputi laut 
pedalaman, laut teritorial, Perairan kepulauan dan selat yang 
digunakan untuk pelayaran internasional. 
2. Negara mempunyai yurisdiksi khusus dan terbatas yaitu atas zona 
tambahan. 
3. Negara mempunyai yurisdiksi ekslusif untuk memanfaatkan 
sumber kekayaan alamnya yaitu zona ekonomi ekslusif dan 
landas kontinen. 
4. Berada dibawah suatu pengaturan internasional khusus yaitu 
daerah dasar laut Samudra dalam atau lebih dikenal sebagai 
kawasan ( Area ). 
5. Tidak berada dibawah kedaulatan maupun yurisdiksi negara 
manapun yaitu laut lepas. 
Dalam hal terjadi sengketa antar Negara terkait dengan luas wilayah, 
keberadaan pengadilan internasional merupakan salah satu cara yang 
dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Pengadilan 
Internasional adalah sebuah lembaga hukum dimana suatu negara dapat 
dengan permohonan secara unilateral membawa persengketaannya 
                                                             
28 Mega Damayanti. 2012. Makalah. Resensi Hukum Internasional jalur Maritim. Hal. 2. 
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dengan negara lain dan memangggilnya untuk hadir di depan pengadilan 
tanpa terlebih dulu mencapai persetujuan tentang susunan pengadilan 
dan masalah yang akan diajukan dan menyatakan bahwa negara lain 
telah menerima yurisdiksi dari pengadilan yang bersangkutan. Jalan inilah 
yang ditempuh oleh Malaysia dan Singapura dalam menyelesaikan 
sengketa yang terjadi akibat kedaulatan atas Pulau Pedra Branca Batu 
Puteh. 
1. Gambaran Umum Sengketa Internasional 
 
Pada pertengahan tahun 1600 Belanda merebut kekuasaan 
atas Pulau Batu Puteh dari kekuasaan Portugal. Selanjutnya Pada 
tahun 1975, Inggris menetapkan peraturan atas beberapa milik 
Belanda di kepulauan Melayu, tetapi pada tahun 1814 mengembalikan 
kepemilikan terdahulu Belanda  di kepulauan Melayu kepada Belanda. 
Pada tahun 1819 sebuah “pabrik” Inggris (pusat perdagangan) 
didirikan di pulau Singapura (yang pada saat itu masih merupakan 
milik Johor) oleh East India Company, yang bertindak sebagai agent 
dari pemerintah inggris di beberapa wilayah kepemilikan Inggris. Hal ini 
memperburuk ketegangan antara Inggris dan Belanda yang muncul 
terkait persaingan mereka terkait ambisi untuk mengkolonisasi wilayah 
tersebut. Pada Maret tanggal 17 tahun 1824 sebuah perjanjian 
ditandatangani antara dua kekuatan kolonial ini. Sebagai konsekuensi 
perjanjian tersebut, satu bagian dari kesultanan Johor jatuh kedalam 
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lingkup pengaruh Inggris sementara lainnya jatuh pada lingkup 
pengaruh Belanda. 
Pada tanggal 2 agustus 1824 sebuah perjanjian persahabatan 
dan aliansi "Perjanjian Crawfurd" ditandatangani oleh East India 
Company dan Sultan Johor juga petinggi Malaysia dari Johor, 
mempersiapkan penyerahan Singapura secara penuh kepada East 
India Company, mencakup semua pulau dalam dalam rentang 10 mil 
dari geografis Singapura. 
Sejak kematian Sultan Mahmud III dari Johor pada tahun 1812, 
dua putranya telah mengklaim suksesi dari kesultanan Johor. Inggris 
mengakui kepewarisan putra sulungnya yakni Hussein (yang berbasis 
di Singapura), sebaliknya Belanda mengakui kepewarisan putra 
termuda yakni Abdul Rahman (yang berbasis di Riau, sekarang dikenal 
sebagai Pulau Bintan di Indonesia). selanjutnya pada tanggal 25 juni 
1825 Sultan Abdul Rahman mengirim surat kepada kakaknya dimana 
dia “mendonasikan” bagian dari pulau yang ditugaskan kepada sultan 
Husein berdasarkan pada perjanjian Anglo-dutch tahun 1824. Antara 
maret 1850 dan 1851, sebuah mercusuar dibangun di Pedra 
Branca/pulau Batu Puteh. 
Pada tahun 1867 diadakan Straits Settlement, kelompok wilayah 
East India Company yang ditetapkan tahun 1826 (terdiri dari, antara 
lain, Penang, Singapura dan Malaka), menjadi wilayah kolonial Inggris. 
Tahun 1885 pemerintah Inggris dan “state of Johor” (negara bagian 
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Johor) menandatangani Perjanjian Johor, dengan memberikan kepada 
Inggris hak perdagangan melalui darat dan hak transit melalui “state of 
Johor” dan pertanggungjawaban terhadap hubungan luar negeri, serta 
memberikan perlindungan kepada Inggris atas integritas teritorinya 
sebaik mungkin. 
Straits Settlement menjadi tak berlaku lagi pada tahun 1946 : 
tahun yang sama dimana uni Malayan dibentuk, bagiannya berisi 
Straits Settlement terdahulu (tidak termasuk Singapura), Negara 
Federasi Melayu dan lima negara Unfederasi Melayu (termasuk Johor). 
Tahun 1946 Singapura diadministrasikan sebagai koloni Inggris dan 
menjadi hak milik Inggris. Tahun 1948 Uni Malayan menjadi Federasi 
Malaya, pengelompokan dari koloni inggris dan “Malay States” berada 
di bawah perlindungan kerajaan Inggris. Federasi Malay memperoleh 
kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1957, dengan Johor sebagai 
negara konstituen dari federasi. Pada tahun 1958, Singapura menjadi 
koloni dengan pemerintahan sendiri. Pada 1963 Federasi Malaysia 
ditetapkan, dibentuk dengan menggabungkan Federasi Malaysia 
dengan koloni Inggris terdahulu yakni Singapura, Sabah dan Sarawak. 
Pada tahun 1965 Singapura meniggalkan Federasi dan memperoleh 
kedaulatannya sebagai negara independen. 
Pada 21 Desember 1979 Malaysia menerbitkan sebuah peta 
berjudul “Territorial Waters and Continental Shelf Boundaries of 
Malaysia”. Peta menggambarkan Pulau Pedra Branca/Batu Puteh 
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berada di dalam wilayah perairan Malaysia. Dengan catatan diplomatik 
tertanggal 14 Februari 1980 Singapura menolak "klaim" Malaysia 
terhadap Pedra Branca/Batu Puteh dan meminta Peta 1979 diperbaiki. 
Hal ini menyebabkan pertukaran korespondensi antara kedua negara 
dan kemudian diadakan serangkaian pembicaraan antar pemerintah 
pada 1993-1994, yang tidak menghasilkan resolusi atau penyelesaian 
terhadap masalah tersebut. Selama putaran pertama perundingan 
pada bulan Februari 1993 pertanyaan juga keraguan tentang status 
Middle Rocks dan South Ledge ikut muncul. Mengingat kurangnya 
kemajuan dalam negosiasi bilateral, akhirnya Para Pihak setuju untuk 
menyerahkan sengketa untuk diselesaikan oleh Mahkamah 
Internasional.    
2. Analisis Terhadap Keputusan Mahkamah Internasional 
 
Malaysia menyatakan dalam pembelaan tertulis bahwa mereka 
memiliki hak kepemilikan original atas Pulau Batu Puteh . Pulau Batu 
Puteh adalah, dan selalu, menjadi bagian dari negara bagian Malaysia 
yakni Johor. Tak ada yang menyebabkan perpindahan kedaulatan 
Malaysia atas Pulau Batu Puteh. Kehadiran Singapura di pulau 
tersebut dengan tujuan untuk membangun dan memelihara sebuah 
mercusuar di sana (dengan izin dari pemegang kedaulatan wilayah) 
dan Singapura tentu tak bisa mencaplok kedaulatan atas dasar 
tersebut. Lebih lanjut Malaysia mengatakan bahwa tak ada relevansi 
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waktu pulau Pedra Branca/Batu Puteh berstatus Terra Nullius dan 
karenanya tak rentan untuk akuisasi melalui okupasi. 
Singapura mengklaim bahwa pemilihan Pedra Branca/Batu 
Puteh sebagai tempat pembangunan mercusuar adalah dengan 
wewenang/otorisasi dari kerajaan Inggris. Sebuah proses yang dimulai 
tahun 1847 mencakup pengambilan alih hak milik secara klasik yang 
disebut A Titre de souverain. Menurut Singapura, hak kepemilikan 
pulau diperoleh oleh kerajaan Inggris sesuai dengan prinsip hukum 
dan berlanjut ke penerus sahnya yakni republik Singapura. Di dalam 
Memorial dan Counter-Memorial Singapura, tak ada referensi yang 
jelas menyebut status pulau batu puteh sebagai Terra Nullius. Namun 
Mahkamah mengamati bahwa dalam balasan Singapura 
mengindikasikan bahwa dengan jelas dan nyata status Pedra Branca 
pada tahun 1847 adalah Terra Nullius. 
Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah mencatat beberapa poin 
yang harus diberikan kedua pihak yakni apakah Malaysia bisa 
membuktikan hak kepemilikan aslinya sebelum Singapura melakukan 
aktivitas di pulau tersebut tahun 1847-1851, dan sebaliknya apakah 
Singapura bisa membuktikan klaim yang mereka akui yakni 
“kepemilikan sah atas Pedra Branca/Batu Puteh” pada pertengahan 
abad 19 saat pembangunan mercusuar oleh perwakilan kerajaan 
Inggris dimulai. Pembebanan pembuktian ini menegaskan bahwa hal 
tersebut adalah prinsip umum hukum, ditetapkan oleh yurisprudensi, 
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bahwa seseorang yang mengajukan fakta untuk mendukung klaimnya 
harus membuktikan kebenaran fakta tersebut. 
Berdasarkan penelitian penulis terhadap Keputusan Mahkamah 
Internasional terkait dengan pulau perda barca, terdapat beberapa 
permasalahan yang terkait dengan sengketa kedaulatan atas Pedra 
Branca, yakni sebagia berikut: 
a. Mahkamah menyimpulkan dari awal bahwa domain wilayah 
kesultanan Johor mencakup pada prinsipnya semua pulau 
termasuk pulau-pulau kecil dalam selat Singapura, termasuk Pedra 
Branca/Batu Puteh. Mahkamah menemukan bahwa kepemilikan 
pulau ini oleh kesultanan tak pernah diprotes oleh kekuasaan lain 
dalam wilayah dan dan semua keadaan telah diamati semua pihak 
puas dengan kondisi dari “kedaulatan yang berlangsung secara 
terus-menerus dan damai”. Mahkamah karenanya berpendapat 
bahwa kesultanan Johor memiliki hak kepemilikan asli dari Pedra 
Branca/Batu Puteh. 
b. Mahkamah menyimpulkan bahwa klaim Malaysia benar, pada saat 
Inggris memulai persiapan pembangunan mercusuar di Pedra 
Branca/Batu Puteh tahun 1844, pulau ini ada di bawah kedaulatan 
Sultan Johor. 
c. Klaim Singapura bahwa penegakan bendera Inggris dan Singapura 
di mercusuar Horgsburgh dari sejak pengawasan mercusuar 
sampai saat ini adalah juga jelas tidak menunjukkan kedaulatan, 
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Mahkamah menyatakan bahwa pengibaran bendera bukanlah cara 
manifestasi kedaulatan yang dikenal. Tetapi Mahkaman memberi 
catatan kritis bahwa meskipun pengibaran bendera tidak bukan 
cara yang dikenal dalam mpenguasaan efektif namun pada 
faktanya Malaysia tidak protes atas pengibaran bendera tersebut di 
mercusuar Horsburgh, dan tampaknya hal ini memberatkan posisi 
Malaysia. Tindakan diam ini dianggap persetujuan. 
d. Mahkamah mempertimbangkan pernyataan Singapura bahwa 
mereka dan pendahulunya telah menerapkan wewenang 
kedaulatan atas Pedra Branca/Batu Puteh dengan menyelidiki 
kecelakaan kapal di perairan wilayah pulau. Disimpulkan bahwa 
tindakan ini memberi dukungan signifikan terhadap posisi 
Singapura, Mahkamah juga mengingatkan kembali bahwa hal ini 
terjadi pada juni 2003, setelah persetetujuan Khusus menyerahkan 
sengketa kepada Mahkamah telah resmi berlaku, bahwa Malaysia 
memprotes dan tidak menyetujui kategori tindakan Singapura 
tersebut. 
e. Mahkamah mengamati bahwa, iklan tender adalah sesuatu yang 
penting dan menarik perhatian. Karena ini adalah masalah 
publikasi di ruang umum. Lebih lanjut tindakan pengusulan, seperti 
periklanan (yang seharusnya diprotes Malaysia tapi pada 
kenyataannya tidak) merupakan manifestasi kedaulatan yang 
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bahkan lebih dari pada tindakan pemeliharaan dan operasi 
mercusuar. Hal ini tentunya mendukung posisi Singapura.  
f. Setelah menguji argumen atas penggunaan Singapura terhadap 
pengawasan kunjungan ekslusif ke Pedra Branca/Batu Puteh, 
termasuk Malayasia, pengadiloan menyatakan bahwa banyak 
kunjungan dari orang-orang Singapura terkait pemeliharaan dan 
operasi mercusuar dan bukan sesuatu yang penting dalam kasus 
ini. Bagaimanapun Mahkamah menemukan bahwa tindakan 
Singapura dengan memperhatikan pemberian ijin atau tidak pada 
pejabat Malaysia dalam konteks mengamati perairan sekitaran 
pulau pada tahun 1978 harus dipandang sebagai tindakan A Titre 
De Souverain dan memberi dukungan signifikan pada klaim 
Singapura atas kedaulatan Pedra Branca/Batu Puteh.  
g. Bahwa kekagalan bertindak/merespon dalam pandangan 
Mahkamah lebih memberatkan posisi Malaysia ketimbang 
persetujuan Mahkamah terhadap peta yang diterbitkan Malaya dan 
Malaysia. Mahkamah menyimpulkan bahwa peta tersebut 
cenderung untuk mengkonfirmasi bahwa Malaysia menganggap 
Pedra Branca/Pulau Batu Puteh jatuh di bawah kedaulatan 
Singapura. 
h. Mahkamah pertama mengamati bahwa isu status hukum Middle 
Rocks harus dinilai dalam konteks penalaran pada pokok dalam 
kasus tersebut. Mengingat bahwa Mahkamah telah mencapai 
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kesimpulan bahwa kedaulatan atas Pedra Branca / Pulau Batu 
Puteh jatuh pada Singapura dengan perimbangan keadaan khusus 
yang meliputi kasus ini. Namun keadaan ini jelas tidak berlaku ke 
fitur maritim lainnya di sekitar Pedra Branca Batu / Pulau Puteh, 
yaitu Middle Rocks dan Ledge Selatan. Tak satu pun dari tindakan 
para Pihak disebutkan pada bagian sebelumnya dari dari peradilan. 
Karena itu Mahkamah menemukan bahwa kepemilikan asli dari 
middle rocks seharusnya tetap ada pada Malaysia sebagai 
pengganti sultan Johor. 
i. Terkait south ledge, Mahkamah mencatat bahwa ada masalah 
khusus yang dipertimbangkan, karena south Ledge menyajikan fitur 
geografis khusus yaitu elevasi gelombang rendah. Mahkamah 
mengingatkan pasal 13 UNCLOS dan mempertimbangkan 
yurisprudensi sebelumnya, argument para pihak, sebaik bukti yang 
ditampilkan sebelumnya 
Pada tanggal 23 Mei 2008, ICJ telah memutuskan kasus sengketa 
kedaulatan atas Pedra Branca, bahwa kedaulatan atas Pedra Branca atau 
Pulau Batu Puteh adalah milik Republik Singapura (12 Hakim mendukung, 
4 hakim menentang, termasuk hakim ad hoc Malaysia). Keputusan 
Mahkamah Internasional tanggal 23 Mei 2008 tersebut bersifat mengikat, 
final, dan tidak ada banding. Prinsip ini berlaku terhadap semua 
keputusan Mahkamah, baik yang dikeluarkan oleh Mahkamah dengan 
anggota penuh (lengkap) atau oleh suatu Chamber.Pemerintah Malaysia 
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juga menyatakan dapat menerima keputusan itu dan segera akan bekerja 
sama dengan Singapura menetapkan garis demarkasi maritim kedua 
Negara. 
Mahkamah Internasional telah memutuskan menyerahkan Pedra 
Branca (sebutan Singapura terhadap Batu Puteh) kepada Singapura. 
Dasar pertimbangan dari Mahkamah adalah pada faktanya, Malaysia yang 
memiliki hak kepemilikan awal pada Pulau tersebut tidak menunjukkan 
keberatannya, bahkan bersikap diam terhadap serangkaian tindakan 
Singapura di Pedra Branca/Batu Puteh dalam kurun waktu yang cukup 
lama dan terus menerus, bahkan sampai kasus ini diajukan Mahkamah 
Internasional. 
Berkaitan dengan putusan ini, penulis sependapat dengan 
diserahkannya Batu Puteh/Pedra Branca ke dalam wilayah Negara 
Singapura, dan pulau Midle Rock kepada Negara Malaysia. Berdasarkan 
penelusuran literature yang penulis lakukan, Singapuratelah melakukan 
pengelolaan dan pemeliharaan terhadap Pulau Batu Puteh/Pedra Branca. 
Hal ini ditandai dengan adanya mercu suar yang di bangun oleh 
Singapura pada Pulau tersebut. Hal ini menandakan bahwa, selama ini 
Malaysia tidak memperlakukan Pulau Batu puteh sebagai bagian dari 
wilayah kedaulatannya. 
Meskipun dalam berbagai literature karya ilmiah banyak penulis 
yang berpendapat bahwa Pulau Batu Puteh tersebut merupakan milik 
Malaysia yang dipinjamkan kepada Singapura, sehingga ICJ seharusnya 
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mengembalikan hak kedaulatan terhadap Pulau tersebut kepada 
Malaysia, namun penulis berpendapat bahwa Malaysia telah gagal dalam 
merespon tindakan pengambilalihan yang dilakukan oleh Singapura yang 
berlangsung secara damai dan terus-menerus menyebabkan beralihnya 
kedaulatan dari Malaysia ke Singapura. Penulis berpendapat bahwa 
putusan dan dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah sudah tepat. 
 
 
B. Implikasi keputusan Mahkamah Internasional terkait sengketa 
Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) terhadap garis batas maritim 
antara Singapura dan Malaysia 
 
Mahkamah Internasional merupakan organisasi hukum utama PBB 
yang bertugas memeriksa perselisihan atau sengketa antar negara dan 
memutuskan kasus hukumnya. Keputusan yang diberikan Mahkamah 
Internasional bersifat mengikat pihak yang bersengketa, sehingga negara 
yang bersangkutan wajib memenuhi keputusan tersebut. Apabila negara 
yang bersengketa tidak menjalankan kewajiban tersebut, negara lawan 
sengketa dapat mengajukan permohonan kepada Dewan Keamanan PBB 
yang memiliki kewenangan untuk merekomendasikan agar keputusan itu 
dilaksanakan. 
Tugas pokok dari Mahkamah Internasional adalah memecahkan 
masalah yang ada diantara kedua Negara yang sedang mengalami 
bentrok  yang tak terselesaikan. Keputusan Mahkamah Internasional 
terkadang ada yang menguntungkan dan ada yang tidak,meskipun 
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keputusan tersebut ada yang merugikan salah satu pihak Negara tersebut 
harus mengakui karena keputusan dari mahkamah internasional bersifat 
paten dan tidak bias diganggu gugat dan apa bila ada Negara yang 
memprotes, maka Negara tersebut akan terkena sanksi. Maka dari itu 
lebih baik menuruti hasil yang telah ditetapkan oleh mahkamah 
internasional. 
Mahkamah Internasional adalah berkedudukan di Den Hag 
(Belanda). Para anggotanya terdiri atas ahli hukum terkemuka, yakni 15 
orang hakim yang dipilih dari 15 negara berdasarkan kecakapannya 
dalam hokum dan masa jabatan mereka 9 tahun. Mahkamah Agung 
Internasional atau biasa disebut Mahkamah Internasional, merupakan 
Mahkamah Pengadilan Tertinggi di seluruh dunia. Pengadilan 
internasional dapat mengadili semua perselisihan yang terjadi antara 
negara bukan anggota PBB. Dalam penyelesaian ini, jalan damai yang 
selaras dengan asas-asas keadilan dan hukum internasional yang 
digunakan. Mahkamah Internasional, mengadili perselisihan kepentingan 
dan perselisihan hukum. 
Mahkamah internasional dalam mengadili suatu perkara, 
berpedoman pada perjanjian internasional (traktat-traktat dan kebiasaan-
kebiasaan internasional) sebagai sumbersumber hukum. Keputusan 
Mahkamah Internasional, merupakan keputusan terakhir walaupun dapat 
diminta banding. Selain pengadilan Mahkamah Internasional, terdapat 
juga pengadilan Arbitrasi Internasional. Arbitrasi Internasional hanya untuk 
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perselisihan hukum, dan keputusan para arbitet tidak perlu berdasarkan 
peraturan-peraturan hukum. 
Mahkamah internasional memutuskan berdasar hukum atau 
berdasar kepantasan dan kebaikan bila pihak-pihak yang bersengketa 
menyetujuinya.keputusan mahkamahinternasional ditetapkan berdasar 
suara mayoritas hakim. Bila suara hakim yang hadir yang menyetujui dan 
yang menolak keputusan berjumlah sama, maka keputusanditentukan 
oleh pendapat ketua mahkamah internasional.Keputusan mahkamah 
terdiri dari 3 bagian yakni:29 
a) Berisi komposisi mahkamah : informasi mengenai pihak-pihak 
yang bersengketa,serta wakil-wakilnya, analisa tentang fakta-
fakta, dan argumentasi hukum pihak- pihak yang bersengketa 
b) Berisi penjelasan mengenai motivasi mahkamah. Pemberian 
motivasi keputusanmahkamah merupakan salah satu unsur dari 
penyelesaian yang lebih luas darisengketa, dan karena itu perlu 
dijaga sensibilitas pihak-pihak yang bersengketa 
c) Berisi dispositif yang merupakan keputusan mahkamah yang 
mengikat negara-negara yang bersengketa. 
Mahkamah Internasional dibentuk berdasarkan Piagam 
Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai badan kehakiman peradilan utama 
dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk dan bekerja sesuai 
dengan ketentuan Statuta ini. Mahkamah terdiri dari suatu badan 
                                                             
29 Alexa. 2013. Makalah-Putusan Mahkamah Internasional. Hal. 1. 
http://pengetahuanbaruku.wordpress.com 
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kehakiman yang tidak memihak yang dipilih tanpa memandang 
kebangsaan mereka dari orang-orang yang berbudi luhur yang memiliki 
syarat-syarat yang diperlukan di negara-negara mereka masing-masing 
untuk diangkat sebagai pejabat hukum tertinggi atau sebagai penasehat-
penasehat hukum yang diakui kepakarannya dalam hukum 
internasional.30 
Dalam upaya menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara 
Malaysia dan Singapura, kedua negara menempuh jalur penyelesaian 
secara litigasi yakni dengan mengajukan sengketa tersebut ke Mahkamah 
Internasional. Keputusan  Mahkamah  Internasional  tanggal  23  Mei  
2008  terkait dengan sengketa pulau Perda/Branca dan Pulau Batu Puteh  
bersifat  mengikat,  final,  dan  tidak  ada  banding.  Prinsip  ini  berlaku  
terhadap semua keputusan Mahkamah, baik yang dikeluarkan oleh 
Mahkamah dengan anggota  penuh  (lengkap)  atau  oleh  suatu  
Chamber.31  Pemerintah  Malaysia juga menyatakan dapat menerima 
keputusan itu dan segera akan bekerja sama dengan Singapura 
menetapkan garis demarkasi maritime kedua negara. 
Terkait dengan adanya keputusan mahkamah internasional 
mengenai sengketa pulau batu puteh/pedra branca, tentunya berimplikasi 
pada batas teritorial antar kedua Negara. Berdsarkan keputusan 
                                                             
30 Pasal 1 dan pasal 2 Statuta Mahkamah Internasional. 
http://id.wikisource.org/wiki/Statuta_Mahkamah_Internasional 
31 Huala Adolf, Op. Cit, hal. 91. Chamber adalah peradilan Mahkamah yang terdiri dari beberapa 
orang  hakim  tertentu  yang  dipilih  oleh  Mahkamah  secara  rahasia,  artinya  hakim  yang 
memeriksa perkara tersebut tidak dengan anggota lengkap, hanya beberapa hakim saja sesuai 
kesepakatan para pihak. 
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mahkamah internasional tersebut Negara singapura berdaulat atas pulau 
batu puteh/pedra branca, dengan demikian Malaysia harus melakukan 
perubahan terhadap peta yang berjudul “Territorial Waters and 
Continental Shelf Boundaries of Malaysia”, yakni mengeluarkan pulau 
batu puteh sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. 
Penyelesaian sengketa antara kedua Negara, tentunya akan  
menyebabkan terganngunya hubungan diplomatic antar Negara yang 
bersengketa. Malaysia dan Singapura telah menetapkan apa yang telah 
mereka bernama Komite Teknis Bersama untuk membatasi batas maritim 
di daerah sekitar Pedra Branca dan Middle Rocks, dan untuk menentukan 
kepemilikan South Ledge. Setelah pertemuan pada tanggal 3 Juni 2008, 
Komite setuju bahwa teknis sub-komite akan dibentuk untuk mengawasi 
pelaksanaan survei bersama bekerja untuk mempersiapkan jalan bagi 
pembicaraan mengenai isu-isu maritim di dan di sekitar wilayah. Jika 
insiden apa pun terjadi di dan sekitar perairan Pedra Branca, Middle 
Rocks dan South Ledge, kedua sisi akan memberikan bantuan 
kemanusiaan ke pembuluh yang terlibat. Akhirnya, baik nelayan Malaysia 
dan Singapura bisa melanjutkan aktivitas nelayan tradisional di perairan. 
Pada bulan September 2008, Komite Teknis Bersama melaporkan bahwa 
Sub-Komite pada Pekerjaan Survey Gabungan menyelesaikan persiapan 
teknis untuk survei hidrografi yang akan memberikan data untuk masa 
batas diskusi. Sebuah Komite Sub-on Manajemen Kelautan dan Udara 
dan Perikanan juga telah dibentuk, dan setelah pertemuan pada tanggal 
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20 Agustus 2008 itu memutuskan bahwa kegiatan nelayan tradisional oleh 
kedua negara harus terus di perairan di luar 0,5 mil laut (0,9 km, 0,6 mil) 
dari Pedra Branca, Middle Rocks dan South Ledge.32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
32 http://persemakmuran.blogspot.com/2013/01/pedra-branca.html 
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BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Berkaitan dengan putusan Mahkamah Internasional mengenai 
sengketa Pulau Batu Puteh, penulis sependapat dengan 
diserahkannya Batu Puteh/Pedra Branca ke dalam wilayah Negara 
Singapura, dan pulau Midle Rock kepada Negara Malaysia. 
Berdasarkan penelusuran literature yang penulis lakukan, 
Singapuratelah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan 
terhadap Pulau Batu Puteh/Pedra Branca. Hal ini ditandai dengan 
adanya mercu suar yang di bangun oleh Singapura pada Pulau 
tersebut. Hal ini menandakan bahwa, selama ini Malaysia tidak 
memperlakukan Pulau Batu puteh sebagai bagian dari wilayah 
kedaulatannya. 
2. Implikasi  putusan Mahkamah Internasional tentang sengketa Pulau 
Batu Puteh/Pedra branca, yakni Negara Singapura berdaulat atas 
pulau Batu Puteh/Pedra Branca, dengan demikian Malaysia harus 
melakukan perubahan terhadap peta yang berjudul “Territorial 
Waters and Continental Shelf Boundaries of Malaysia”, yakni 
mengeluarkan pulau batu puteh sebagai bagian dari wilayah 
kedaulatannya. 
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B. Saran 
1. Sebaiknya guna menjaga hubungan baik antar Negara, sengketa 
yang timbul sebagai akibat dari perbedaan persepsi tentang 
wilayah kedaulatan harus diselesaikan secara damai dan tidak 
melibatkan pihak ketiga, baik itu, Mahkamah Internasional, 
Organisasi Internasional, maupun Badan Arbitrase Internasional. 
2. Dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui 
MahkamahInternasional, kedua Negara yang bersengketa 
diharapkan mampu menjaga hubungan baik demi terwujudnya 
perdamaian internasional. 
 
 
 
 
  
65 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Adolf, Huala. 2004. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta: 
Sinar Grafika.   
Buana, Mirza Satria. 2007. Hukum Internasioanl: Teori dan Praktik, 
Bandung: Nusa Media. 
Kusuma Atmaja, Mochtar. 2005.  Hukum Laut Internasional. Bandung: 
Bina Cipta. 
Manuputty, Alma, Hamid Awaluddin, Abdul Razal, dkk. 2008. Hukum 
Internasional. Depok: Rech-ta. 
Mauna, Mauna. 2000. Hukum Internasional,Pengertian,Peranan dan 
Fungsi Dalam Era Globalisasi. Bandung: Alumni. 
Prijanto, Heru. 2007. Hukum Laut Internasional. Malang: Bayu Media 
Publishing. 
Rasjid, Abdul. 1985. Upaya Penyelesaian Sengketa Antar Negara Melalui 
Mahkamah Internasional, Jakarta: Bina Ilmu. 
Sri Setianingsih, Suwardi. 2006. Penyelesaian Sengketa Internasional 
Jakarta: Universitas Indonesia Press. 
Starke, G. Q. C. 1989. Intoroduction to International Law, Edisi Indonesia, 
Pengantar Hukum International 1 Edisi Kesepuluh, Diterjemahkan 
Oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H. Cetakan Klima. Jakarta: 
Sinar Grafika. 
66 
 
Website: 
http://evipurwanti.blogspot.com/2012/07/penyelesaian-sengketa-
internasional.html diakses pada tanggal 24 Maret 2013, pukul 20.15 
WITA 
http://bennysetianto.blogspot.com/2006/05/mahkamah-internasional.html 
diakses pada tanggal 24 Maret 2013, pukul 20.15 WITA 
